





A. Kesimpulan  
1. Bahwa Perdagangan produk merek palsu/tidak original dengan menggunakan merek 
terkenal yang dilakukan oleh para pedagang di Daerah Istimewa Yogyakarta 
khususnya disepanjang Jalan Mataram & Jalan Gejayan Yogyakarta dapat dikatakan 
sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan 
Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek terutama pasal 90, pasal 91, 
pasal 92, pasal 93 dan pasal 94. Dan dalam pelaksanaan perlindungan hukum 
Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ini terbukti belum berlaku 
secara efektif dikarenakan faktor-faktor penghambatnya antara lain ialah rendahnya 
SDM, terbatasnya informasi dan wawasan dari pada para pelaku usaha, kurangnya 
kesadaran hukum para pihak terkait (baik penjual maupun konsumen), lebih 
mementingkan gaya hidup di zaman sekarang ini yang dimana adanya kebutuhan 
akan membeli barang bermerek terkenal dengan harga murah, adanya rasa 
ketidakpedulian pemegang hak merek tersebut terhadap merek yang original untuk 
memproses gugatan terkait masalah dana terhadap tindak pelanggaran yang 
dilakukan oleh para pedagang mikro, kecil, dan menengah, mudahnya memberikan 
izin usaha.  
2. Bahwa dalam upaya preventif dan upaya represif dalam pelanggaran merek benar-
benar belum optimal, baik dalam proses pengawasan dan pembinaan dari 
Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani HKI 
dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang menangani proses perdagangan di Kota Yogyakarta, aparatur 





masyarakat termasuk sang pemilik merek yang jarang melakukan delik aduan 
menyebabkan tindak pelanggaran terhadap merek sepatu yang tidak original ini 
masih tetap berlangsung. Alhasil dalam menangani kasus ini selalu terkesan tidak 
serius dan tidak berkomitmen dalam penanganan tindak pelanggaran merek. 
B. Saran  
1. Pemilik/Pemegang hak merek sebaiknya bekerjasama dengan masyarakat, 
Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani HKI, 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah 
perdagangan merek palsu ini beserta instansi-instansi terkait guna mempermudah 
proses pengawasan terhadap Merek tersebut. Hal ini berguna untuk mendeteksi dan 
melakukan tindakan apabila terindikasi adanya pelanggaran merek kedepannya 
menuju lebih baik lagi. Menerapkan kemaksimalan waktu dalam melakukan 
sosialisasi-sosialisasi tempat pelanggaran merek serta target yang harus dicapai 
dalam rangka merealisasikan upaya preventif oleh aparat pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Misalnya ditetapkan batas waktu maksimal  dalam penjualan 
merek tertentu, apabila batas waktu telah terlampaui namun masih terdapat tempat-
tempat penjualan sepatu-sepatu bermerek palsu di kawasan Jalan Mataram & Jalan 
Gejayan tersebut, maka POLDA DIY sebagai salah satu aparat penegak hukum 
dapat bekerja sama dengan sang pemilik merek sebagai pihak delik aduan relatif 
dan penyidik PPNS Kanwil Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
melakukan upaya/tindakan represif penegakan hukum.  
2. Perlunya pengalihan pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek 
dilakukan secara ketat dan selektif untuk memberikan jaminan bagi pemilik merek 




masalah pelanggaran merek ini haruslah aktif dalam melakukan pengawasan 
meskipun tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek dan pemegang lisensi hal ini 
dikarenakan banyaknya barang - barang tidak original/palsu yang dapat 
diselundupkan yang masuk kedalam negeri. Dan juga peran aktif dari Pemerintah 
maupun aparatur penegak hukum lainnya tidak hanya menunggu laporan/aduan dari 
pemilik/pemegang hak merek dan lebih memperbanyak personil agar memperketat 
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